PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
OR OFFICIAL/ SERVICE PASSPORTS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Minsk, Belarus, pada tanggal 15 September 2011
Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Belarus tentang Pembebasan Visa Bagi
Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement
between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Belarus on Visa Exemption for
Holders of Diplomatic or Official/Service Passports), sebagai
hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut

dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



Menetapkan
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5216);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-
JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR
DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF BELARUS ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC OR OFFICIAL/ SERVICE PASSPORTY).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Belarus tentang Pembebasan Visa Bagi

Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement

between . . .
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between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Belarus on Visa Exemption for
Holders of Diplomatic or Official/Service Passports) yang telah
ditandatangani pada tanggal 15 September 2011 di Minsk,
Belarus, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa
Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan
dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah

naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 124



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN

PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS

TENTANG

PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK
ATAU PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, selanjutnya disebut
“Para Pihak”,

Berhasrat untuk mempromosikan perkembangan lebih jauh dari hubungan bilateral dan
kerja sama yang baik di antara kedua negara,

Menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi perjalanan warga negara dari kedua
negara yang memegang paspor diplomatik atau dinas,

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib
tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di
wilayah Republik Belarus untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal mastik (tidak dapat diperpanjang).

Warga Negara Belarus, pemegang pasper diplomatik atau dinas yang sah, wajib
tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di
wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal masuk (tidak dapat diperpanjang).




PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah negara Pihak lainnya.

PASAL 3
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Warga negara salah satu Pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan persyaratan visa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini, berhak memasuki, menetap,
transit, dan meninggalkan wilayah Pihak lainnya melalui pos lintas perbatasan yang
terbuka bagi lalu lintas internasional, dengan syarat bahwa yang bersangkutan mematuhi
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Pihak
tersebut sehubungan dengan prosedur kedatangan, perjalanan, menetap, dan keluarnya

warga negara asing.

PASAL 4
HAK PIHAK BERWENANG

Pihak yang berwenang dari masing-masing Pihak berhak menolak kedatangan atau
mengakhiri izin tinggal siapapun yang memperoleh fasilitas pembebasan visa
berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional
Para Pihak.

Warga negara masing-masing Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas
yang masih berlaku, wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan di negara Pihak lainnya selama berada di dalam wilayah Negara Pihak

tersebut.

Para Pihak wajib saling memberikan pemberitahuan secara tertulis melalui saluran
diplomatik sehubungan dengan adanya perubahan dalam ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan di negaranya mengenai kedatangan, transit,
menetap, dan keluarnya warga negara asing dari wilayahnya.

PASAL 5
VISA BAGI ANGGOTA MiSI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang
masih berlaku yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah
negara Pihak lainnya, termasuk anggota keluarganya (anggota keluarga merujuk kepada
suamifistri, anak-anak yang berumur di bawah 25 tahun, belum menikah dan tidak
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bekerja, serta orang tua yang ditanggung) disyaratkan untuk memperoleh visa masuk
yang sah dari misi diplomatik atau konsuler Pihak lainnya sebelum masuk ke wilayah
Pihak lainnya.

PASAL 6
PENUNDAAN

Masing-masing Pihak dapat menunda sementara Persetujuan ini secara keseluruhan
atau sebagian, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban masyarakat atau
kesehatan umum.

Berlakunya maupun berakhirnya aturan sebagaimana tercantum dalam ayat 1 pasal
ini harus diberitahukan dalam jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) jam kepada Pihak
lainnya terlebih dahulu melalui saluran diplomatik.

PASAL 7
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

Para Pihak wajib saling melakukan pertukaran, melalui saluran diplomatik, contoh
paspor diplomatik dan paspor dinas yang digunakan oleh masing-masing Pihak
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini,
sekaligus memberikan informasi sehubungan dengan prosedur pemakaian paspor
dimaksud.

Dalam hal diterbitkannya paspor diplomatik dan paspor dinas yang baru atau
dilakukannya perubahan atas paspor-paspor dimaksud, maka masing-masing Pihak
wajib memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, secara tertulis melalui
saluran diplomatik, sehubungan dengan adanya perubahan tersebut, sekurang-
kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penerbitan resmi.

Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara salah satu Pihak
hilang atau rusak di wilayah negara Pihak lainnya, maka yang bersangkutan wajib
segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang di negara
penerima melalui misi diplomatik atau kantor konsuler negaranya. Misi diplomatik
atau kantor konsuler dimaksud wajib menerbitkan dokumen perjalanan yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku di negaranya bagi warga negara tersebut.

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui
konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.
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PASAL 9
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, jika diperlukan, berdasarkan kesepakatan
bersama Para Pihak secara tertulis. Perubahan atau revisi dimaksud mulai berlaku
berdasarkan ketentuan pada ayat 1 Pasal 10 dari Persetujuan ini dan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 10
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN

Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
pemberitahuan terakhir secara tertulis dari Para Pihak melalui saluran diplomatik
yang menegaskan bahwa seluruh persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini
telah dipenuhi.

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang
untuk periode-periode 5 (lima) tahun berikutnya.

Persetujuan ini akan tetap berlaku kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk
mengakhiri Persetujuan ini dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sebelum tangga! pengakhiran yang dikehendaki.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan kuasa yang diberikan,
telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Minsk pada tanggal 15 September tahun 2011, dalam dua rangkap asli, masing-
masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, seluruh naskah memiliki keabsahan
yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang
berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
‘ REPUBLIK BELARUS

—

Sergei Aleinik
Deputi Menteri Luar Negeri




REPUBLIK INDONESIA

COTJIAHIEAME
mexay IlpaBurenbsTBoM Pecnny0auxy Hrnonesns
u lipaBurenpcrsom PecayOsngakn berapycs
00 oTMeRe BI3 A0 BJAJEILLICE

FHINJIOMATYHHCCKMX ¥ C..‘ly)K@ﬁHle nacnopTon

[Tpautenscreo PecrryGnuku Muionesus u [1paBurensctBo PecyOnuku
benapyce, nanee umenyemeie CTopeHamn,

PYKOBOACTBYSICh >KEIAHHWEM CHIOCOGCTBOBATh AAJILHEHILIEMY DPa3BUTHIO
APY:KECTBEHHBIX OTHOUIEHUWA K COTPY/IHAUECTBY MEXKNY IByMs CTpaHamH,

BRIpaXasd [OTOBHOCTE OCIErdVis 33aWMHBIC TNOE3JKU  TpakIaH,
BIQACIOUVX JIMIUICMATHYMGCKMME M cilyxeOFBIMII  [aclopTaMH, Ha
TEPPUTOPHH TOCyAapcrB CTOPOH:
B COOTBETCTBUU ¢ HALXOHATBHEM 22KOHO12TEIbCTBOM CBOMX CTPaH,

JAOTOBOPRKIIHCE O HUXKCCJICAYROIITM.

CTATBA 1
OTMEHA BU3

1. I'paxpane PecnyOirmwn MHaoHesns — Biajenbub JeCTBUATEIbHBIX
AMILIOMATHAYECKAK M Cly:;ce0Ous  DaciopreB  OCBOSOMAATCI  OT
HEOOXOLMMOCTH NOMYJEeHU BY3 A RHE3R, TPAHSWTA WM NpeOSIBaHUS Ha
TeppuTopuM PecnyOuuku bBenapyce B TeHEHHE TEPHOJA, HE DPEBLILIAICLIETO
30 (Tpuhiiatu) aHEH ¢ AaTel Ree)1a (He MOMET OniTL MPOJIICH).
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2. T'paxnane PecnybGnwku Benapycs — BIaNEILLBl NCHCTBUTEIBHBIX
IUIUIOMATHYECKMX W CHY#eGHBIX  1acrcPIcB  O0CBOOONAAIOTCH  OT
HEOOXOIUMOCTH HOJYUYEHHS BU3 I BbEe3Ja, TpaH3uTa WK NpeObhIBaHUs Ha
tepputopur  Pecnybaviku  Adnoreins B TeYeHME  IEpHOJA,  HE
npesbimatoniero 30 (Tpuanard) Aded ¢ gaTh! Bbe3da (HE MOXKET ObITh

OPOJJIEH).

CTATHA 2
CPOX JEHCTBUS [TACITOPTA

Cpok JeiCTBYS THILIOMATHISCKOIO 1 CIKSOHOTD maciopra rpaxaad
rocygapete CTOpoH OopkeH ObITh He meHee 6 (IIECTH) MECALeB €O JHA

BBE3/1a Ha TCPPUTOPUIO rocyaapctsa Apyroii CTOPOREL

CTATHA 5
VCIIOBUA BBE3LA W BbIE3JIA

I'paxknane rocymapersa oaHoil CTOPOHE!, XOTOPLIE OCBOGOMCICHBI OT

HCOGXOI{I/IMOCTH MMOMyUCHNs BH3bI B COOTBETITBHA C NOJUKCHBUAMA CTaThb4 1

Hactosinero  CoriamieHus, MOTYT 3heR&aTs, MOpelhiBalbh, CJEAOBAThH
TPAH3UTOM U INOKUAATH TEPPHTOPHIO recynapcrBa apyroid CTOpoHB! depes
Mo0ble MyHKTH! IPOIYCKa, OTKPHITEIE [T MEXIYHAPOIHOTO MACCAXUPCKOTo
coobmenus, cobmogas Ip¥ 3TOM 3aKOHHl M NpaBWila TOCyAapCTBa
npuarMarorieli CTopovs:, peryiaHpyimue MOPATOK Bbesla, MpeOsIBaHusS U

BhI€3[]a FHOCTNAHALIX FPaxTUH,




CTATBA 4
I[TPABA KOMIIETEHTHLIX OPI'’AHOB

1. KoMneTenTHsie oprannl rocytapcrBa Kaxaoii CTOpPOHBI COXPaHSIOT
IpaBO OTKa3aTh BO BbE3/I€ MIX OIPAHUYUTH CPOK IpeObIBaHHMs JIMLAM,
OCBOOOXKIEHHBIM OT HEOOXOJUMOCTH MCIy4Y€HUs BU3bBI HAa OCHOBaHUH
noJokeHU# Hactosero Corjamiedus, B COOTBETCTBMM € HAlMOHAIBHBIM
3aKOHOAATENHLCTBOM rocyaapcTs CTODOH.

2. I'paxciane rocyrapersa OJ(HOM CropoHsl, KMEIOLINE
JIUIUIOMAaTHUECKUE U CyKeCHBIE Tacaopta, JOMKHEI cOOMI0AaTh 3aKOHBl U
NpaBdja IPHHEUMAIOUICTO TrOCYAAPCTBA BO RpEMst WX INpeOBIBaHUSA Ha
TEPPUTOPHH IocyJapcTBa APYroit CTopoHbl.

3. CropoHsl OyIyT NUCHBMEHHO MHPOPMUPOBATH ApPYI Jpyra IO

JUIIOMATHYCCKM KaHajlaM O MOOBIX M3MEHEHUAX B 3aKOHAX M IIpaBujiax

CBOMX TIOCYAAapCTB, pETYJUpPYICHIMX [OPAJOK BbE3da, IIpeObIBaHU,

CJICIOBaHHs TPAH3UTOM M BhIC3)It HHOCTPAHHLIX I'paXIaH.

CTATBA 5
BHW3bI 1JIA COTPY THUKOB JUIIJTIOMATUYECKHUX
TIPEJICTBUTEJILCTB U KOHCYJILCKUX YUPEX{EHUN

I'paxxnane  rocymapctpa  Kaxao#t  CTOpPOHHI BJIaJI€IBIIBI
JIEHCTBUTEIbHBIX JUIUIOMATUYECKUX H CIY)KEOHBIX NACIIOPTOB, HA3HAYEHHBIE
H& JOJDKHOCTH B JIUIUIOMATAYECKUE NPEACTABUTENLCTB2 WU KOHCYJIBCKUE
YUPSHKNCHISE, PACIOIOMCHNEIE KA  TEpPWIOPMU  TOCYJapcTBa JApPYrou
Croponsl, BKJIKOYas 4ACHOB M. ceMell (cynpyr/cynpyra, HE COCTOSLIME B
Opake HepaGoTaroniue AETA B BO3PACTE JIC 25 ner, HaXOMAUIMECS Y HUX Ha

WXIHBCHUHA pOlII/ITCHPI), AGIDKABL HONYHATH COCTBETCTBYHOINYIO ELE3/IHYIO




BHU3Y B  JIMIVIOMAaTUYCCKOM  MPCUACTABUTCIECTBC HJIH KOHCYJILCKOM

YUPEKIAECHUH rocynapctBa Jipyro#t CTOpoHs! 0 Bbe3a.

CTAThA 6
IIPUOCTAHOBJIEHUE JIEUCTBUS COTJIALIEHUSA

1. IIpumerenune Hacrosmero CornameHysi MOXET OBITh MOJHOCTBIO HIIH
YaCTUYHO WPUOCTAHOBIEHO IK00H u3 CTopoH B Lemax obecnedeHusn
HaMOHA/IbHOI (e30macHeCTH, OOWECTBEHHOIO LOpAAKa WIH 3J0POBbS

HACCIICHUSL.

2. O BBezecHUH Jau0O 06 OTMEHE MeEp, YHOMSHYTBIX B IyHKTE |
HacTosied cratsu, fpyras Cropona Aaomxia OHTH 3a01aroBpeMEHHO

YBCIOMJICHGA IIO JTAINIJIOMATHYCCKPM KaHalaM HE MCHEC YEM 3a 72 (CCMBIICCS{T

JIBa) Yaca.

CTATBA 7
ObPA3I{b! U BBITAYA [TACITOPTOB U ITPOE3/THBIX
HJOKYMEHTOB

1. Cropous! B Tewesue 30 (Tpupnati) AHEH nocie NOANUCAHUA
Hacrosmiero CornameHus oOMEHSIOICA 0[O JUIIOMAaTHYECKUM KaHajlaM
ofOpasilaMul  JIEHCTBYIOIMIMX AAMIOMATUYGCKUY K CIYXEOBBIX FaCMOpTOB,
a TaKxke uHhopMaIllel 0 NPOIEAYpPe NX HCIOIB30BAHHU.

2. B cayuyae BBEACHUK HOBHEIX JIKIUIOMATHYECKUX M CIYKEOHBIX
MacHopToB, a TaKKe H3MeHesusd cylvecTByiomux CTopoHbl  Oyayr
MHGOPMUPORATH APYT Apyra ACKMERHO M0 AUMLIOMaTUYECKIM KaHaiaM 00
JTUX U3MEHEHUAX HE ne3anee yeM 3a 30 (Tpranath) AHEH 10 YX BBEACHHS.

3. B cayyae yTpaThl, XMIEHHS WM HOBPEKASHUS JHILIOMATUIECKOTC

HIH CIyxeOHOIo 1aciiopra rpaxaaHiHa rocyaapcrsa ofHol CTOpOHBI Ha
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TEppUTOpHH rocyfapcersa Apyroil CTOpOHs! OH JOJDKEH HE3aMEMJIUTENILHO
npouHpopMKipoBaTh 00 3TCM KOMIIETEHTHBIE OpraHbl IPUHUMAIOLLErO
rocyJapcTBa 4epe3 AUIUIOMaTHISCKOe NPEACTaBUTENbhCTBO UM KOHCYJIBCKOE

y4YpexIeHUE TOCYAapCTBa CBOCH TPaMIaHCKCH MPUHAMIEKHOCTH, KOTOPOE B

3aKoH0oAaTCIbCTBOM BBIAACT

c

HaKOHAJILHbIM

COOTBCTCTBHH

BBRINICYKA3aHHOMY JIUIY COOTBCTCTBYEOII.[I/Iﬁ JOXYMCHT JUIA BO3BPAIlICHUSA HA

TEPPUTOPHUIO CBOETO rOCYAapCTBa.

CTATDHS 8
PA3PEIlEHUE CIIOPOB

JIroOble pa3HOYTEHHS WIM CHCPbI, BO3ZHHUKAIOIUE [PU MPUMEHEHUU
noipoxeHu#  Hacroawero  Corjamendsi, OyayT — pa3pemiaTtsCs B
JPYKECTBEHHOM MAaHEpPE MOCPEACTBROM KOHCYJIBTAllMid WM [EPEroBOPOB

Mexay CTOpOHaMH.

CTATbA 9
JOIIOJIHEHWA 1 UBMEHEHUWA

B cnyuae HeoOxoauMmcceTH B Hactosilee (COINMTAUIEEHC MOTYT OKITh
BHECEHbI M3MCHEHHS U JIONOJIEEHYXS MO B3aUMHOMY UCHhMEHHOMY COTJIacHIO
CtopoH. Takue u3MEHEHH:s1 ¥ [OHOMHEHUS RCTYMAIOT B CHI[y B TOPSJKE,
npeaycMoTtpenHoy: B nyskre | Crarbuw 10 Hactomuero Cornamerus, u

COCTABJISIFOT HCOTHEMIIEMY K) HaCTs5 HACTOAMICTO Cornamesus.




CTATHA 10
BCTYIUIEHUE B CUITY, JIEUCTBUE U IIPEKPAIIIEHUE
COT'JIAILIEHHUA

|. Hactosimiee Cornanienrie BCTyaet B clily depe3 30 (Tpuauarh) aHei
CO JIHS NOJY4YEHUS N0 JUIIOM2THYECKHN KaHAIaM NOCAEAHEro MMCbMEHHOIO
YBEAOMJIEHMST O BHIIIONHESHUK  CTOPOHaMM  BHYTPUTCGCYJapCTBEHHBIX

iIponeayp, HCO6XOHI/IMI;[X AJid ST0 BOTYINICHUS B CHJTY.

2. Hacrostmee Corpaizedue nelictByer B TedeHue S5 (0ATH) J€T M

IPOJJIEBACTCH HA IOCASAVIOMINS T TUJIZ THUE TEPUO/BL.
3. Hacrosuuee Cornamiedue 0yaet ocraBarbca B cajle 0 TeX Iop, IOKa

He Oy/leT mpeKpalleHo N[O Ke:IaHwio OTHOH U3 CTOpOH MyTeM HalpaBiCHUs

HPYFOﬁ CTOpOHC MACLMCHHOTO YECIACOMTICHNA IO AUIIJIOMAaTUYCCKUM KaHaJIaM

He no3jHee 30 (TpuAari) JHe 10 IpejifnoaracMoil 1aTel IpeKpalieHusl.

B yaocroBepeHus uyere HMKENOHAUCABIIHAECS, OyAVU¥  J(O/DKHBIM

06p&3OM Ha TO YHNOJIHOMOYCHHLIMNI, MO IHCAIH HACTCAIICC CornaiieHue.

Cosepuieno B ropoze Muncke 15 cenrsiOps 2011 roga B JBYX

IK3EMILTApaAx, KaKABIA HA UHIIOHE3HHCKOM, PYCCKOM M auTJIUHACKOM S3bIKax,

MPpUHEM RCC TCKCTH! ABINAIOTCA ayTCHTWYHBIME. B CiIyvac pacxox/ICHUs B

TOJIKOBAHHH GPCUMYILISCTBO UMECT TCKCT Ha GHTJIMHCKOM S3LIKE.

3a IIpaBuTeiiberao 3a [ipasurenbcTBo

Pecnybauxu Mngonesus PecnyGuinku benapych




REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON

VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of
Belarus hereinafter referred to as “the Parties”,

Desiring to promote further development of friendly bilateral relations and cooperation
between the two countries,

Expressing their readiness to facilitate mutual travels of nationals of the two countries
holding diplomatic, official/service passports,

Pursuant to the laws and regulations of the respective countries,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

Indonesian nationals, who are the holders of valid diplomatic or service passports,
shall not be required to obtain visa to enter, transit or stay in the territory of the
Republic of Belarus for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date
of entry (may not be extended).

Belarusian nationals, who are the holders of valid diplomatic or official passports,
shall not be required to obtain visa to enter, transit or stay in the territory of the
Republic of Indonesia for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the
date of entry (may not be extended).




ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORTS VALIDITY

The duration of diplomatic or official/service passport validity of nationals of the state of
either Party shall be at least 6 (six) months on the day of entry into the territory of the state
of the other Party.

ARTICLE 3
ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Nationals of the state of one Party entitled to visa exemption under the provision of Article
1 of this Agreement may enter, stay, transit through and leave the territory of the state of
the other Party at any border crossing points open for international traffic, provided that
they respect the laws and regulations of the state of the respective Party, governing the
procedures of entry, travel, stay and exit of foreigners.

ARTICLE 4
RIGHTS OF AUTHORITIES

The competent authorities of the state of the Parties shall reserve the rights to refuse
the entry or terminate the stay of any person entitled to visa exemption under this

Agreement according to the national legislation of the states of the Parties.

Nationals of the state of one Party holding valid diplomatic or official/service passport
shall respect laws and regulations of the host state through the duration of their stay
in the territory of the state of the other Party.

The Parties shall inform each other in written through diplomatic channels regarding
any changes in their national laws and regulations governing the entry, transit, stay
and exit of foreigners.

ARTICLE 5
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSION

Nationals of the state of either Party who are the holders of valid diplomatic or
official/service passports and assigned as member of diplomatic mission or consular office
in the territory of the state of the other Party, including their family members (the term
family members refer to husband/wife, unmarried children under the age of 25 (twenty
five) years and unemployed and their dependent parents), shall be required to obtain
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appropriate entry visa from the diplomatic mission or consular office of the state of the
other Party prior to the entry.

ARTICLE 6
SUSPENSION

The application of this Agreement may be provisionally suspended in whole or in part
by either Party for the reasons of national security, public order or public health.

The introduction, as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this
Article shall be duly informed through diplomatic channels to the other Party within no
less than 72 (seventy two) hours in advance.

ARTICLE 7
SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

The Parties shall exchange through diplomatic channels within 30 (thirty) days after
signing of this Agreement the specimens of their valid diplomatic and official/service
passports, as well as the information on the procedure or their use.

In case of introduction of new diplomatic or official/service passports as well as
modifications of existing ones, the Parties shall inform each other, in written through
diplomatic channels, about any changes not later than 30 (thirty) days prior to their
official introduction.

In case of nationals of the state of one Party lose or damage their diplomatic or
official/service passports in the territory of the state of the other Party, they shall
immediately inform the competent authorities of the receiving state through diplomatic
mission or consular office of the state of their nationality. The diplomatic mission or
consular office concerned shall issue to the aforementioned persons in conformity
with the legislation of their state a document for returning to the state of his/her
nationality.

ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any differences or disputes arising out of the implementation of the provisions of this
Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the
Parties.




ARTICLE 9
AMENDMENT

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual written
consent of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force according to the
provision of paragraph 1 of Article 10 of this Agreement, and form an integral part of this
Agreement.

ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after the date of the receipt of
the last written notification in which the Parties inform each other through diplomatic
channels that all requirements for entry into force of this Agreement, as stipulated by
their respective national legislation, have been fulfilled.

This Agreement shall remain in force for period of 5 (five) years and shall be renewed
consecutively for further periods of 5 (five) years.

This Agreement shall remain in force, unless either Party decides to terminate this
Agreement by giving written notice to the other Party through diplomatic channels 30
(thirty) days prior to expected termination date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized, have signed this
Agreement.

Done in Minsk on this 15" day of September in the year of 2011, in two originals, each in
the Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case
of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC INDONESIA REPUBLIC OF BELARUS
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Retno/L.P. Marsudi Sergei Aleinik
Director Gemeraf for America and Deputy Minister of Foreign Affairs




MIHICT3PCTBA 3AMEXHBIX CIIPAY
POCIIYBJIIKI BEJIAPYCH

CBEJUBILIH, HITO ITP33IASHT POCIIYBJIIKI BEJIAPYCh
YIIAVYHABAXDBIY

AJIEMHIKA CSIPTESI ®EJAPABIYA,

HAMECHIKA MIHICTPA 3AMEXHBIX CITPAY
POCITYBJIIKI BEJIAPYCD,

HA TIPABSII3EHHE ITEPATABOPAV TIIA TIPAEKTY ITATAJJHEHHS
[TAMIXX YPAJJAM POCIIYBJIIKI BEJAPYCH I VPAJIAM POCITYBJIKI
IHJIAHD3I4 AB AJIMEHE BI3 JJIA VIIAJAJBHIKAY
JBITIJIAMATBIYHBIX I CJIVXBOBBIX ITAIIIIAPTOY I ITAJAIIICAHHE
JAZIBEHAT A TIAT AJJHEHHSI.
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